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TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN SELAKU
PENGGUNA BARANG DALAM BENTUK MANDAT KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

KEMENTERIAN IMIGRAS] DAN PEMASYARAKATAN

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

bahwa sehubungan dengan kebutuhan organisasi dan untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi Menter Imigrasi dan Pemasyarakatan secara
rutin di bidang pengelolaan barang milik Negara dan pengadaan barang/jasa
sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menterl Keuangan
Momor 4 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung
Jawab Terteniu dan Pengelola Barang kepada Pengguna Barang, yang sacara
fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal selaku pelaksana
kewanangan dan tanggung jawab pengguna barang, perlu menetapkan
ketentuan mengenai mandat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan kepada
para pejabat di ingkungan Kementenan Imigrasi dan Pemasyarakatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf &, peru
menatapkan Keputusan Menten Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik
Indonesia tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Imigrasi Dan
Pemasyarakatan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada
Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Undang-Undang Nomar 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republk Indonesia Tahun 2003 Momor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 4286),

Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),;

Undang-Undang MNomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Megara
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4816) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas



10.

12

13.

Undang-Undang MNomor 38 Tahun 2008 tentang Kementenan Megara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomeor 225 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomeor 6584),

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 282, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana
telah diubah dengan Peraiuran Pemerintan Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubshan atas Peraturan Pemenintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2020 Momor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 6523);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4PME.06/2015 tentang Pendelegasian
Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dar Pengelola Barang kepada
Pangguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.08/2015 tentang Pendelagasian
Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu darl Pengelola Barang kepada
Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20},
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.068/2015 tentang Tata Cara
Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang
Milik Negara pada Parwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2069),

Peraturan Mentert Keuangan Nomor 83/PMK.08/20168 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik MNegara (Berita
MNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1081), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Momor 1685/PMK . 08/2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK 08/2016 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Millk Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1282),

Peraturan Menten Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan
Barang Milik Megara (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1817},

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2013 tentang Pengasuransian
Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomaor
6a7),

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK 06/2020 tentang Pemanfaatan




Menetapkan

KESATU

KEDUA,

.3

Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
a72);

14, Peraturan Menteri Keuangan Nomer 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1212);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK 06/2021 tentang Pengawasan
dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1471);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Momor 348);

17. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomaor 1 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita
Megara Hepublik Indonesia Tahun 2024 Nomor BET);

18. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita
MNegara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor S83);

18, Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
{Berita Nagara Republik Indonesia Tahun 2024 Momor D85).

20. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Momor MIP-05.0T.01.01
tentang Susunan Pealaksana Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI IMIGRAS!I DAN PEMASYARAKATAN TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI IMIGRAS|I DAN PEMASYARAKATAN
SELAKU PENGGUNA BARANG DALAM BENTUK MANDAT KEPADA PARA
PEJABAT DI LINGHKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN,

Meneatapkan pelimpahan kewenangan Menter Imigrasi dan Pemasyarakatan salaku
Pengguna Barang dalam benluk mandat kepada para pejabat di lingkungan
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menandatangan dan/atau
menatapkan MNaskah Dinas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian lidak terpisahkan darni
Keputugzan Menteri ini.

Dalam hal pejebal di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
sebagaimana dmaksud dalam Dikium KESATU berhalangan tetap atau
berhalangan sementara, pelimpahan kewenangan Menten Imigrasi dan
Pemasyarakatan selaku Pengguna Barang dalam beniuk mandal sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Harian




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

(Plh.)/Pejabat Pelaksana Tugas (PIt.) yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan peiimpahan kewenangan Menterd Imigrasi dan

Pemasyarakatan dalam bentuk mandat sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU, para pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

dan pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau Pejabat Pelaksana Tugas (Pit)

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, harus:

a. Berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
administrasi pemerintahan dan lata kelela pemerintahan yang baik (good
govemance),

b. Bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pefimpahan
kewanangan Menten Imigrasi dan Femasyarakatan dalam bentuk mandat.
Pelimpahan kewenangan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan selaku Pengguna
Barang dalam bentuk mandat kepada Pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi
dan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum

KEDUA tidak dapat diteruslimpahkan kepada Pejabat lain

Menteri imigrasi dan Pemasyarakatan dapat:

a. Menggunakan sendin kewenangan yang telah dilimpahkan dalam bentuk
mandat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini; atau

b. Menarik kemball kewenangan yang telah dilimpahkan dalam bentuk mandat,
dalam hal pelaksanaan pelimpahan kewesnangan dalam bentuk mandat
sebagaimana dietapkan dalam Keputusan Manteri ini  menimbulkan
ketidakafekifan.

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan mandat Menteri Imigrasi dan

Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum

KEDUA, dilakukan monitonng dan evaluasi dalam benfuk pelaporan secara berkala,

dengan tahapan:

a. Pejabat di ingkungan Kementerian |migrasi dan Pemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA melaporkan secara
berjenjang kepada Sekretaris Jenderal c.q. pejabat pimpinan tingg pratama
yang menangani pembinaan pengelolaan barang millk negara lingkup
Kementenan Imigrasi dan Pemasyarakatan;

b. Sekretaris Jenderal melaporkan kepada Menten Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian

hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya.




LAMPIRAN

Hepuiusan Menierl Imigras| dan Pemasyarekatan
Nomor MIP-08.0T01.01

Tanggal : 26 Februan H02E

DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTER! IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
SELAKU PENGGUNA BARANG DALAM BENTUK MANDAT KEPADA PARA PEJABAT DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

A. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

No | Materi Wewenang Yang Dilimpahkan

1, | Menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai status Rumah
Megara Golongan | atau Rumah Negara Golongan |1

2. | Menetapkan Keputusan Menten Imigras: dan Pemasyarakatan mengenai perubahan
status Rumah Negara Golongan | atau Rumah Negara Golongan ||

3. | Menetapkan Keputusan Menten Imigrasi dan F'Eﬂ:ré'-iyara'hﬁié:'l_ fﬁéngml Kuasa
Pengguna Barang dan pejabat yang mengurus dan manyimpan Barang Milik Megara di
Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

4. | Menandatangani dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Kementenan Imigraéi
dan Pemasyarakatan dan naskah dinas yang dipersyaratkan

| Menandatangani dan menyampaikan Laporan dan naskah dinas yang dipersyaratkan |
dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Megara Tingkat Pengguna

Barang.

6. | Menandatangani naskah dinas mengenal persetujuan Pemindahtanganan dengan cara

Penjualan atas

a Barang Milik MNegara selain tanah danfatau bangunan yang tidak memiliki bukti
kepemilikan, dengan nilai parolehan sampai dengan Rp100.000. 000,00 (seratus juta
rupiah); dan

b. Bongkaran Barang Milik Megara karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau
restorasi).

7. | Menandatangani naskah dinas mengenai persetujuan Pemindahtanganan dengan cara |

Hibah atas:

a. Barang Milik Negara yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam
rangka kegiatan pemerintahan,

b. Barang Milik Megara selain tanah danfatau bangunan yang tidak memiliki bukh
kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.C00,00 (seratus juta
rupiah); dan

¢c. Bongkaran Barang Miik Megara karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau
restorasi)

8 H'éﬁaﬁdétmﬁani' naskah dinas memganiii pam&tl.tjuan"F'"am:.ﬁnahan atas Barang Milik

Megara barupa:

a. Perzediaan,

b, Aset Tetap Lainnya berupa hewan dan tanaman;




o

c. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepamilikan, dengan nilai |
perolehan sampal dengan Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah); dan
d. Bongkaran Barang Milk MNegara karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau

restorasi).

hhnandatﬂngalﬁ_ﬁﬁiﬁﬁ_ﬁ-aiﬁ 'maiﬁé;nﬁi ﬁ-é'rﬁéfﬁ}ﬁi'ﬁ_ﬁ&ﬁg_hapuun atas Barang Milik

Negara berupa '

8. Persediaan, |

b. Aset Tetap Lainnya berupa hewan dan tanaman, dan |

c. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai |
perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). karena sebab-
sebab lain.

10.

Menelapi:an_ﬁepuluun Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai Penetapan
Status Penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak
memiliki bukl kepamilikan dengan nilal parolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri,

11,

Menandatangani naskah dinas permohonan persetujuan Alih Status Penggunaan

Barang Milik Negara berupa:

a. Selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan, dan

b. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai
perclehan di atas Rp100.000.000,00 {seratus juta rupiah) pada Perwakilan Imigrasi

di Luar Negeri

Tf"ﬁéﬁ'ﬁﬁéiiﬁ”ﬁ%i'ﬁﬁmn dinas mengenal persetujuan Fenggunaan Semeniara Barang

12. | Menandatangani naskah dinas mengenai persetujuan Penggunaan Sementara Barang

Milik Megara selain tanah danfatau bangunan yang tdak memiliki bukti kepemilikan
dengan nilai perclehan sampal dengan Rp100.000.000 00 (seratus juta ruplah) pada
Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri.

Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tdak memiliki bukti kepemilikan
dangan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Perwakilan
Imigrasl di Luar Neger,

14.

Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengeicla Barang mengenai
Pemindahtanganan dalam bentuk Penjualan dan Hikah Barang Milk Negara yang
barada pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri beserta data dukung, untuk:

a. Tanah, dan

b. Bangunan.

15.

= e

Menandnt&ngarif naskah dinas mengenai persetujuan Pemindahtanganan dalam bentuk
Penjualan dan Hibah Barang Milik Negara yang berada pada Perwakilan Imigrasi di Luar
Neger beserta data dukung, untuk Barang Milik Megara selain tanah dan/atau bangunan
yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000.00
{seratus juta rupiah)

Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang rne_ngenm
Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Megara yang berada pada Perwakilan




.3-

Imigrasi di Luar Negeri beserta data dukung, untuk:
a Tanah; dan
b. Bangunan

17.

Meanandatangani naskah dinas mengenal parsetujuan Pemusnahan dan Penghapusan
Barang Milik Negara yang berada pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri beserta data
dukung, untuk Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak meamiliki

bukt kepemilikan dengan nilai perolahan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

B. Kepala Biro Barang Milik Negara

Materi Wewenang Yang Dilimpahkan

Menatapkan petunjuk teknis penelitian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara
(REBMN).

| Kebutuhan Barang Milik Negara (REKBMN).

e w

Manandnlaﬁﬁﬁni naskah dinas pengajuan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik
i Megara (RKBMN) Pengguna Barang beserta dokumen pendukung kepada Pengelola
| Barang.

' Menandatangani naskah dinas mengenai pengajuan usulan Perubahan Rencana
Kebutuhan Barang Milik Megara (RKBMMN) Pengguna Barang beserta dokumen
pendukung kepada Pengeiola Barang

Menetapkan Rencana Pengasuransian Barang Millk Negara Kementenan Imigrasi dan |
Pemasyarakatan. |

Menetapkan Perubahan Rencana Fﬁﬁﬁ_ﬁi—ﬁslin Barang Milik Negara Kementerian
Imigrasi dan Pemasyarakatan

Menandatangani naskah dinas mengenal Permohonan Bantuan Pembangunan Rumah
Susun Negara, Asrama, dan Sarana Umum Kementenan Imigrasi dan Pemasyarakatan
beserta dokumen pendukung kepada Kementerian Pekenaan Umum,

| Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan
nilai perolehan sampal dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),

| Menandatangani naskah dinas permohonan H&paaa_-ﬁ'éngﬂhla Barang mengeana: Alih |

Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa:

a. Tanah,

b. Bangunan; dan

¢. Salain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan,

| 10.

ﬁl‘.‘ﬂnandatingani nota dinas, surat, berita acara, dan naskah dinas yang dipergyaratkan
dalam rangka pelaksanaan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa
tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepamilikan

Menandatangani naskah dinas mengenal permohonan persetujuan Penggunaan Barang
Milik Negara dalam bentuk penstapan status Penggunaan Barang Milik Negara untuk

dioperasikan oleh pihak lain untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna




| Barang berupa:

a. Tanah danfatau bangunan dengan nital Barang Milik Negara per unit atau secara
proporsional dari nilai perolehan di atas Rp10.000.000 000 (sepuluh miliar rupiah);
dan

b. Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit
di atas Rp5.000.000.000,00 (ma miliar rupiah},

12.

' Menandatangani surat keputusan tentang Pengalihan Fungsi atas Barang Milik Negara
' di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

13.

| Menandatangani naskah dinas permohonan perimbangan teknis ataﬁ-erubahan status
Rumah Megara Golongan | menjadi Rumah Negara Golongan Il kepada instansi yang
MEenangani urusan pekeraan umum,

14,

Menandatangani naskah dinas pengajuan usul Sewa Barang Mifik Negara dengan
jangka wakiu lebih dan 5 tahun beseria data dukung kepada Pengelcla Barang.

15,

Menatapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai palaksanaan ;
Sewa Barang Milik Negara dengan jangka wakiu lebih dari 5 tahun,

18,

Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai |
i Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Negara Kementerian Imigrasi
| dan Pemasyarakatan, dengan nilal tanah per unit atau secara proporsional dari nilai
paerolehan tanah di atas Rp50.000.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah)

17

Menandatangani surat, nota dinas, benta acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan
dalam rangka pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik
Negara, dengan nilai tanah per unit atau secara proporsional dan nilai perolehan tanah
di atas Rp50.000, 000.000,00 (Iima puluh miliar rupiah)

H'enéiépian Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai Penetapan
Status Penggunaan Barang Millk Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak
mamiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampal dengan Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah)

C. Sekretaris Unit Utama, Kepala Biro Umum, dan Kepala Pusat (sebagai Kuasa Pengguna
Barang Unit Pusat)
| No | Materi Wewenang Yang Dilimpahkan

Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengeiola Barang mengenai

Penggunaan Sementara Barang Millk Megara yang berada pada Kuasa Fﬂﬂggunal

Barang Unit Pusat, barupa:

a. Tanah dan bangunan;

b. Selain tanah danfatau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; dan

c. Selain tanah dan/atau bangunan yang fidak mempunyal dokumen kepemilkan
dengan nilal perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp100.000.000,00
{seratus juta rupiah)

Menandatangant naskah dinas mengenai nar‘aei:l.ijuan Penggunaan Sementara Barang
Milik Megara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusatl untuk jangka waktu




-

lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan kurang dan 6 {(@nam) bulan,

= L S e e e

Menandatangani nata dinas, surat dan/atau perjanjian dan perubahannya, berta acara
dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Penggunaan
Sementara Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat
berupa tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukdi
kepamilikan untuk jangka waktu paling kurang 6 (enam) bulan.

' Menandatangani nota dinas, surat, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan

dalam rangka pelaksanaan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang
berada pada KPB Unit Pusat, berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak |

- memiliki bukti kepemilikan

Menandatangani Hasil Penaelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik MNegara Non |

| SIMAN,

éMBnﬂﬂ-ﬁﬂtﬂnQ!ﬂj Hasil Penelaahan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik

MNegara Non SIMAN.

Menandatangani naskah dinas mang&'ﬂ:il permehonan persetujuan Penggunaan Barang |

Milik Megara dalam bentuk penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara untuk |

dioperasikan oleh pihak |ain untuk Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa

Fengguna Barang Unit Pusat barupa;

a. Tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Millk Negara per unit atau secara
proporsional dari nilai perolehan sampal dengan Rp10,000.000 000,00 (sepuluh
miliar rupéah); dan

b. Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit
sampai dengan Rp5 000.000,000,00 (lima miliar rupiah),

' Menandatangani surat, nota dinas, peranjian dan ﬁ-&mbahnnnya, nota kesepahaman

(memorandum of understanding) atau dokumen sejents, berita acara, dan naskah dinas

yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara yang
berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat untuk dioperasikan oleh pihak lain.

| Menandatangani naskah dinas pengajuan usul Sewa Barang Milik Negara yang berada

pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat dengan jangka wakiu sampai dengan 5 tahun
beserta data dukung kepada Pengalola Barang.

10

Menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mangenal pelaksanaan
Sewa Barang Millk Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat
dengan jangka wakiu sampai dengan 5 tahun.

11.

Menandatangani surat, nota dinas, perjanjian dan perubahannya, nota kesepahaman |
(memorandum of undersfanding) atau dokumen sejenis, berita acara, dan naskah dinas
yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan sewa Barang Milik Negara yang berada
pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat

Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai
Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Pinjam Pakal
untuk Barang Milk Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat

berupa:




a Tanah danfatau bangunan, dan
b. Selain tanah dan/atau bangunan,

EE

Menandatangani surat, nota dinas, perjanjian dan perubahannya, nota kesepahaman |
(memorandum of undersfanding) atau dokumen sejenis, berita acara, dan naskah dinas
yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan pinjam pakal Barang Milik Negara yang
berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat.

Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenal
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa
Pengguna Barang Unit Pusat, dengan nilai tanah per unit alau secara proporsional dan
nilai perolehan tanah sampai dengan Rp50.000.000.000.00 {(lima puluh miliar rupiah}.

13,

Menandatangani surat, nota dinas, berita acara, dan naskah dinas yang diparsyaratkan
dalam rangka pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik
Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat, dengan nilai tanah per

unit atau secara proporsional dari nilai  perclehan tanah sampai dengan
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

16.

Menandatangan naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenal

Pemindantanganan (Penjualan, Tukar Menukar, dan Hibah) Barang Milik Negara yang

berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat besarta data dukung, untuk:

a. Tanah;

b. Bangunar;

¢. Selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; dan

d. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai
perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Menandatangani surat, nota dinas, perjanjian dan perubahannya, nota kesepahaman
(memarandurn of understanding) atau dokumen sejenis, berita acara, dan naskah dinas
yang dipersyaratkan dalam rangka administrasi hibah masuk baik dan dalam negen
maupun luar neger pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat.

18.

Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai

Pemusnahan Barang Milik Megara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit

Pusat, berupa:

a. Tanah;

b. Bangunan;

c. Selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; dan

d. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai |
perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). .

| 19

Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenal
Panghapusan Barang Milik Megara karena sebab-sebab lain atas Barang Milik Negara
yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Uinit Pusat, berupa

a. Tanah,

b. Bangunan;

¢. Selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; dan




o £

d. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemifikan, dengan nilai |
perclehan di atas Bp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

20,

I 21.

Menandatangam naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai |
Penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Linit
Pusat karena melaksanakan ketentuan paraturan parundang-undangan. .
Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenal |
Penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Linit
Pusatl karena adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan
tidak ada upaya hukum lainnya. I

22.

Menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenal Penghapusan

Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat berupa:

a. Persediaan,

b. Barang Milik Negara selain tanah danfatau bangunan yang tidak memiliki bukti
kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah); dan

c. Bongkaran Barang Milik MNegara karemna perbaikan (renovasi, rehabilitas:, atau
restorasi).

23

Menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenal Penghapusan

Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat berupa:

a. Tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukt
kepemilikan; dan

b. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mamiliki bukti kepemilikan, dengan nilai
perclehan di atas Rp100.000.000,00 {seratus juta rupiah).

24,

Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik MNegara yang berada pada Kuasa
Fengguna Barang Unit Pusal berupa Tanah, Bangunan, selain Tanah dan/atau
Bangunan yang memiliki bukti kepemilikan dan selain Tanah dan/atau Bangunan yang
tidak memiliki bukti kepemilikan dengan niial perolehan di atas Rp100000.000.00
(seratus juta rupiah).

| 25.

Menandatangani surat permohonan pendaftaran Rumah _Negara yang berada pada

Kuasa Pengguna Barang Unit Pusat kepada:

a. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk Rumah Megara yang terletak di
DKl Jakarta. Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasl, atau

b. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan melalul Kepala Dinas Pekerjaan
UmumiDinas Teknis Provinsi yang membidangi Rumah Negara di provinsi untuk
Rumah Megara yang teretak di luar DK| Jakaria, Bogor, Depok, Tangerang, dan
Bekazsi.

D. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan/atau Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Sebagal Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah)

Materi Wewenang Yang Dilimpahkan
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1. | Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenal

Penggunaan Sementara Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna

Barang Kantor Wilayah, barupa:

a. Tanah dan bangunan;

b. Selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan, dan

c. Selain tanah danfatau bangunan yang tidak mempunyal dokumen kepemilikan
dengan nilal perolehan Barang Millk Megara per unit di atas Rp100.000.000.00
(seratus juta rupiah).

7 Menandatangani naskah dinas permchonan kepada Pengelola Barang mengenai

Penggunaan Sementara Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna

Barang Unit Pelaksana Teknis, berupa

a. Tanah dan bangunan;

b. Selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan, dan

€. Selain tanah danfatau bangunan yang lidak mempunyal dokumen kepemilikan
dengan nilal peroiehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).

3. | Menandatangani naskah dinas mengenal persetujuan Penggunaan Sementara Barang
Milk Megara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah unfuk jangka
waktu lebin dari 1 (satu) bulan sampal dengan kurang dan 6 (enam) bulan,

4 Menandatangani nota dinas. surat danfatau perjanjian dan perubahannya, berita acara

dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Penggunaan
Sementara Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor
Wilayah berupa tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki
bukti kepemilikan untuk jangka waktu paling kurang 6 (enam) bulan
mMangml naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Alih |
Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang
Kantor Witayah, berupa selain tanah danfatau bangunan yang tidak memiliki hukl:r|
kepemilikan

—— e T T e

6 | Menandatangani naskah dinas permohonan kepada PennalETa_'Elarang iﬁeﬁganii Alih
Status Penggunaan Barang Milik Megara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang
Unit Pefaksana Teknis, berupa selain tanah danfatau bangunan yang tidak memiliki bukti

kepemilikan,

7. | Menandatangani nota dinas, surat, berita acara. dan naskah dinas yang dipersyaratkan
dalam rangka pelaksanaan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang
berada pada KPB Kantor Wilayah, berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak
memitiki bukti kepemilikan.

8 | Menandatangani nota dinas, surat, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan
dalam rangka pelaksanaan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang
berada pada KPB Unit Pelaksana Teknis, berupa selain tanah dan/atau bangunan yang
tidak memiliki bukti kepemilikan

8 | Menandatangani naskah dinas mengenai permohonan persetujuan Penggunaan Barang




<

Milik Negara dalam bentuk penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara untuk !

dioperasikan oleh pihak lain untuk Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa

Pengguna Barang Kantor Wilayah berupa

a. Tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara per unit atau secara
proporsional darl nilai perclehan sampal dengan Rp10.000.000 000,00 (sepuluh
mitiar rupiah), dan

b. Selain tanah danfatau bangunan dangan nilal paralehan Barang Milik Negara par unit
sampai dengan Rp5 000, 000.000,00 (lima miliar ruplah)

0.

Menandatangani naskah dinas mengenal permohonan persetujuan Penggunaan Barang

Milik Megara dalam beniuk penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara uniuk

dioperasikan oleh pihak lan unfuk Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa

Pengguna Barang Unit Peiaksana Teknis barupa:

a. Tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara per unit alau secara
proporsional dari nilai perolehan sampai dengan Rp10.000.000.00000 (sepuluh
miliar rupiah); dan

b. Selain tanah dan/atau bangunan dengan nital perolehan Barang Milik Negara per unit
sampai dengan Rp5.000.000.000.00 (ima miliar rupiah).

1.

Menandatangani surat, nota dinas, perjanjian dan perubahannya, nota kesepahaman
{memorandum of understanding) atau dokumen sejenis, berta acara, dan naskah dinas
yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara yang
berada pada Kuasa Fengguna Barang Kantor Wilayah untuk dioperasikan oleh pihak
lain.

12

Menandatangani naskah dinas pengajuan usul Sewa Barang Milik Negara yang berada
pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah dengan jangka waktu sampai dengan 5
tahun beserta data dukung kepada Pengelola Barang.

13.

pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis dengan jangka waktu sampai
dangan 5 tahun basarta data dukung kepada Pengelola Barang,

14,

M;ﬁrhp_rhan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai pelaksanaan
Sewa Barang Millk Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah
dengan jangka wakiu sampai dengan 5 tahun

'15. | Menandatangani surat, nota dinas, perjanjian dan perubahannya, nota kesepahaman
{memorandum of understanding) atau dokumen sajenis, berita acara, dan naskah dinas
yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan sewa Barang Milik Negara yang berada
pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah.

16. | Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai

Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Pinjam Pakai
untuk Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah
berupa;

a. Tanah dan/atau bangunan; dan

b. Selain tanah dan/atau bangunan.
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17.

Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai
Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Pinjam Pakai
untuk Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana
Teknis berupa:

a Tanah danfatau bangunan; dan

b. Selain tanah danfatau bangunan.

| 18,

Menandatangani surat, nota dinas, perjanjian dan perubahannya, nola kesepahaman
(memarandum of understanding) atau dokumen sejenis, berita acara, dan naskah dinas
yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Negara yang
berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah

18,

Menandatangam naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenal
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa
Pengguna Barang Kantor Wilayah, dengan nilal tanah par unit atau secara proporsional
dari nilai perolehan tanah sampai dengan Rp50.000.000.000.00 (lima pulunh miiar
rupiah),

Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengena
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa
Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis, dengan nilai tanah per unit atau secara
proporsional dari nilal perolehan tanah sampai dengan RpS50.000 000,000,000 (lima puluh
miliar rupiah).

| 1.

23

i

24

“Menandatangani surat, nota dinas, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan

Menandatangani surat, nota dinas, berita acara, dan naskah dinas yang dipersyaratkan
dalam rangka pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik
Megara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah, dengan nilal tanah
per unit atau secara proporsional darl nilal perolehan tanah sampal dengan
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

dalam rangka pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik
Megara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Pelaksana Teknis, dengan nilai
tanah per unit atau secara proporsional dar nilal perclehan tanah sampal dengan
Rp50.000.000. 000,00 {lima puluh miliar rupiah)

Pemindahtanganan (Penjualan, Tukar Menukar, dan Hibah) Barang Milik Megara yang

berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wiayah beseria data dukung, untuk:

a. Tanah;

b. Bangunan,

¢. Salain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukt kepemilikan; dan

d. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilal
perclehan di atas Rp100.000 000,00 (seratus juta rupiah).

Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai |

Pemindahtanganan (Penjualan, Tukar Menukar, dan Hibah) Barang Milik Negara yang

berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis beserta data dukung,
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untuk:

a. Tanah,

b. Bangunan;

€. Salain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; dan

d. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai
perciehan di atas Rp100.000.000,00 (geratus juta rupiah).

25,

Menandatangani surat, nota dinas, perjanjian dan perubahannya, nota kesepahaman
(memarandum of understanding) atau dokumen sejenis, berita acara, dan naskah dinas
yang dipersyaratkan dalam rangka administrasi hibah masuk baik dar dalam negeri
maupun luar negeri pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wikayah.

26,

Menandatangan naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai

Pemusnahan Barang Milik Negara yang berada pada Huasa Pengguna Barang Kanlor

Wilayah, berupa:

a. Tanah;

b. Bangunan;

t. Selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; dan

d. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai
peraiehan di atas Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah),

27.

Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai
Pemusnahan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit
Pelaksana Teknis, berupa:

a. Tanah;

b. Bangunan;

¢. Selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; dan
d. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nitai
perolehan di atas Rp100.000 000,00 (seratus juta rupiah).

28,

Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai
Penghapusan Barang Milik Negara karena sabab-sabab lain atas Barang Milik Negara
yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah, berupa.

i a. Tanah;

b. Bangunan;

¢. Selain tanah dan/atau bangunan yang memilikl bukti kepemilikan; dan

d. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai ‘

peralehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- | Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai

Penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-gzebab lain atas Barang Milik Negara
yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis, berupa:

a. Tanah;

b Bangunan;

c. Selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; dan

d. Selain tanah danfatau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan
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nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai
Penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor
Wilayah karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

3.

e T TR S B

hi!'éﬁiﬁﬂ;tanganl naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai
Penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit
Pelaksana Teknis karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan,

a2

Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai
Fenghapusan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor
Wilayah karena adanya putusan pengadilan yang memperaleh kekuatan hukum tetap

' dan tidak ada upaya hukum lainnya

<

Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai
Penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit
Pelaksana Teknis karena adanya putusan pengadilan yang mempercleh kekuatan
hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya.

Menetapkan Keputusan Menter Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai Penghapusan
Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah
berupa:

a Persediaan;

b. Barang Miik MNegara selain tanah danfatau bangunan yang tidak memiliki bukti
kepemilikan, dengan nilai perclehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupah}; dan

¢, Bongkaran Barang Milik Negara karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau
restorasi)

Menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai Penghapusan

Barang Milik Megara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Kantor Wilayah

berupa:

a, Tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukii
kepemilikan, dan

b. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai

| perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),

fMenandatangani naskah dinas permohonan kepada 'Iaengelnla Barang mengenai
| Penetapan Status Penggunaan Barang Mililk Negara yang berada pada Kuasa
Pengguna Barang Kantor Wilayah berupa Tanah, Bangunan, selain Tanah dan/atau
Bangunan yang memiliki bukti kepemilikan dan selain Tanah dan/atau Bangunan yang
tidak memiliki bukli kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah),

ar

Menandatangan| naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa
Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis berupa Tanah, Bangunan, selain Tanah
dan/atau Bangunan yang memiliki bukti kepemilikan dan selain Tanah danfatau
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Bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan di atas |
Rp100.00:0.000,00 (seratus juta rupiah)
'38. | Menandatangani surat permohonan pendaftaran Rumah Negara yang berada pada
Kuasa Pengguna Barang Unit Kantor Wilayah kepada:
a. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk Rumah Negara yang terletak di
DKl Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi: atau
| b. Direktur FPenataan Bangunan dan Lingkungan malalul Kepala Dinas Pekerjaan
‘ Umum/Dinas Teknis Provinsl yang membidangl Rumah Negara di provinsi untuk

Rumah Megara yang terdetak di luar DKl Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan |
Bekasi. '

E. Kepala Satuan Kerja [ Unit Pelaksana Teknis [sebagai Kuasa Pengguna Barang UPT)
'No Materi Wewenang Yang Dilimpahkan N
1. | Menandatangani naskah dinas mengenai persetujuan Penggunaan Sementara Barang

Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis untuk
jangka waktu lebin dan 1 (satu) bulan sampai dengan kurang dari & (enam) bulan.

' 2, | Menandatangani nota dinas, sural dan/atau perjanjian dan perubahannya, berita acara
dan naskah dinas yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Penggunaan
Sementara Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit
Pelaksana Teknis barupa tanah, bangunan. dan selain tanah dan/atau bangunan yang
memiliki bukti kepemilikan untuk jangka waktu paling kurang 6 {anam) bulan.

3 | Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Alih
Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang
Unit Pusat, berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tdak memiliki bukti
kepamilikan.

4. | Menandatangani surat, nota dlﬁﬁﬁ?ﬁr}ﬁﬁ}'ifm dan perubahannya, nota kesepahaman
{memaorandum of understanding) atau dokumen sejenis, berita acara, dan naskah dinas
yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara yang
berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis untuk dioperasikan oleh
pihak iain.

5 | Menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenal pelaksanaan

Sewa Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana

Teknis dengan jangka wakiu sampai dengan 5 tahun.

6. "'"I'.'Iamndmanganl sural, nota dinas, penanjian dan perubahannya, nota kesapahaman
{memarandum of understending) atau dokumen sejenis, barita acara, dan naskah dinas
yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan sewa Barang Milik Negara yang berada
pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis.

7. | Meanandatangani sural. nota dinas, perjanjian dan perubahannya, nota kesepahaman

| (memarandum of undarstanding) atau dekumen sejenis, berita acara, dan naskah dinas |
| yang dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Negara yang
berada pada Kuasa Pengguna Barang Linit Pelaksana Teknis.
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8.

| Menandatangani surat, nota dinas, perjanjian dan perubahannya, nota kesepahaman
(memorandum of understanding) atau dokumen sejenis. berita acara, dan naskah dinas
yang dipersyaratkan dalam rangka administrasi hibah masuk bak dan dalam negeri
maupun luar negeri pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis

Menetapkan Keputusan Menter Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenal Penghapusan
Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis
berupa:

a. Persediaan;

b. Barang Milik Negara selain tanah danfatau bangunan yang fidak memiiiki Bukti
kepemilikan, dengan nilai perofehan sampai dengan Rp100.000. 000,00 (seratus juta
ruplah); dan

¢. Bongkaran Barang Milik Negara karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau
restorasl).

10.

Menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai Penghapusan

Barang Milik Negara yang berada pada Kuasa Pengguna Barang Unit Pelaksana Teknis

berupa.

a. Tanah, banguman, dan selain tanah danfatau bangunan yang memiliki Dukti
kepemilikan, dan

b. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai
perolehan di atas Rp100.000.000,00 {seratus juta rupiah)

11.

Menandatangani sural permohonan pendaftaran Rumah Megara yang berada pada

Kuasa Pangguna Barang Linit Pelaksana Teknis kepada:

a. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk Rumah Negara yang terletak di
DKl Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, atau

b. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan melalui Kepala Dinas Pekerjaan
Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidang: Rumah MNegara di provinsi untukl
Rumah MNegara yang terletak di luar DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan
Bekasi

F. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi (sebagai Kuasa Pengguna Barang Perwakilan

Imigrasi)

No
1

Materi Wewenang Yang Dilimpahkan

Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Fengelola Barang mengenai
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Perwakilan Imigrasi di Luar
Negen berupa

a. Tanah,

b. Bangunan; dan

c. Selain Tanah dan/atau Bangunan yang memiliki bukti kepemilikan.

Menetapkan Keputusan Menten Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai Peanetapan
| Status Penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak
| memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00




-15.

(seratus juta rupiah) pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri.

Menandatangani naskah dinas permohonan kepada Pengalola Barang mangenai Alih
Status Penggunaan Barang Milik Megara pada Perwakilan Imigrasi di Luar Neger
barupa;

a. Tanah;

b. Bangunan, dan

c. Selain Tanah danfatau Bangunan yang memiliki bukti kepemilikan,

Menandatangani naskah dinas permohonan persetujuan Alih Status Penggunaan |

Barang Milik Negara selain tanah danfatau bangunan yang tidak memiliki bukti
kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) pada Parwakilan Imigras: di Luar Neger

| Menandatangani nota dinas, surat, nota dinas, berita acara, dan naskah dinas yang

dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara
pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negen.

Penggunaan Sementara Barang Milik Negara pada Perwakilan Imigras di Luar Negen
berupa:

a, Tanah,

b. Bangunan; dan

¢. Selain Tanah dan/atau Bangunan yang memiliki bukti kepemilikan,

Mmiﬁﬂiﬁ};ﬁiﬁf nota dinas, surat, nota dinas, berta acara, dan naskah dinas yang
diparsyaratkan dalam rangka pelaksanaan Penggunaan Sementara Barang Milik
Megara pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negen

Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenai
Pemindahtanganan dalam bentuk Penjualan dan Hibah Barang Milik Negara yang
berada pada Ferwakilan Imigrasi di Luar Neger beserta data dukung. untuk selain tanah
dan‘atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan

Menandatangani naskah dinas mengenai persetujuan Pemindahtanganan dalam bentuk

Penjualan dan Hibah Barang Milik Negara yang berada pada Perwakilan Imigrasi di Luar
Megeri beserta data dukung, untuk Barang Milik Megara selain tanah dan/atau bangunan
yang fidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampal dengan
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

10

Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengeiola Barang mengenal

Femusnahan dan Penghapusan Barang Milk Negara yang berada pada Perwakilan
Imigrasi di Luar Negeri beserta data dukung, untuk selain tanah dan/atau bangunan
yang memiliki bukti kepemilikan, dengan nilal perolehan sampal dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

11

Menandatangani naskah dinas pengajuan usul kepada Pengelola Barang mengenal '

Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Megara yang berada pada Perwakilan
Imigrasi di Luar Negeri basarta data dukung, untuk:
a. Tanah,
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b. Bangunan; dan
€. Selain tanah danfatau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai

perolehan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh millar rupiah),

2.

Menandatangani naskah dinas mengenal persetujuan Pemusnahan dan Penghapusan
Barang Milik Negara yang berada pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri beserta data
dukung, untuk Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki
bukti kepemilikan dengan nilai perclehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah),

13,

Menetapkan Keputusan Menten Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai Penghapusan
Barang Milik Negara pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri

M,




